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I. UMUM 

Perjanjian Perdagangan Internasional merupakan suatu bentuk kerja 

sama perdagangan dengan negara lain, lembaga/organisasi internasional, 

dan/atau subjek hukum internasional lain yang dapat memberikan 

keuntungan dan manfaat bersama bagi masing-masing negara pihak. Bagi 

Indonesia dengan adanya Perjanjian Perdagangan Internasional 

diharapkan dapat meningkatkan akses pasar serta melindungi 

kepentingan nasional. 

Meskipun Perjanjian Perdagangan Internasional telah disepakati dan 

diratifikasi, namun dengan mempertimbangkan kemanfaatan Perjanjian 

Perdagangan Internasional serta dinamika perdagangan, Pemerintah 

Indonesia sebagai negara pihak memiliki hak untuk melakukan 

Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan 

pertimbangan kepentingan nasional dengan tetap menghormati prinsip-

prinsip perjanjian internasional.  

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Perdagangan, maka perlu disusun Peraturan Pemerintah 

yang memuat pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara Peninjauan 

Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional, yang meliputi: kerja sama 

perdagangan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional, pertimbangan 

Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional, mekanisme 

Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional, serta 

www.peraturan.go.id


